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ABSTRAK

Skripsi ini membahas dua Putusan MK Nomor 30-74/PUU-
XI11/2014 dan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang sama-sama menguji
Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
namun memiliki hasil berbeda. Pada putusan pertama, MK
menolak permohonan tersebut dengan alasan norma yang diuji
merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy)
pembentuk undang-undang. Sedangkan pada putusan kedua, MK
mengabulkan  permohonan karena norma tersebut telah
menimbulkan perlakuan diskriminasi pada perempuan. Oleh sebab
itu, perlu adanya studi yang menjelaskan apa yang
melatarbelakangi  perbedaan Putusan MK tersebut dalam
interpretasi  hukum? serta bagaimana perspektif mashlahah

terhadap perubahan putusan itu?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library
research dengan data primer berupa putusan MK Nomor 30-
74/PUU-XI11/2014" dan> Nomor  22/PUU-XV/2017. Adapun data
sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan putusan,
seperti buku, jurnal, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain. Data
tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori interpretasi hukum
dan pendekatan mashlahah dengan metode induktif-deduktif.
Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif

dan analitik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan dua putusan
MK dalam perkara yang sama disebabkaan oleh penggunaan pola



penafsiran yang berbeda. Pada putusan Nomor 30-74/PUU-
XI1/2014, norma yang diuji konstitusional karena MK
menggunakan model penafsiran  gramatikal-tekstualis  dan
doktrinal. Sedangkan pada Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017,
norma yang sama menjadi inkonstitusional karena MK
mengunakan pendekatan jenis penafsiran etikal, sistematis dan
teleologis. Sementara itu, perubahan putusan mahkamah di atas,
dari  putusan  konstitusional  berubah  menjadi  putusan
inkonstitusional, sejalan dengan konsep maslazah. Baik maslakah
dalam pandangan klasik maupun  maslakah dalam kajian
kontemporer. Dalam maslakah klasik, perubahan putusan tersebut
dalam rangka terlindunginya maslakah daruriyyah perempuan
berupa hifz al-nafs dan hifz al-nasl, dari terjadinya bahaya besar
kematian perempuan yang hamil di bawah umur 18 tahun dan
potensi kecacatan terhadap bayi yang dilahirkannya. Sedangkan
dalam maslazah kontemporer, perubahan putusan tersebut juga
dalam rangka terlindunginya maslakah daruriyyah perempuan
berupa persamaan-kesetaraan, - kebebasan-kemerdekaan dan
keadilan dari_perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak sama
dihadapan hukum, perlakuan ‘diskriminatif, dan akses pendidikan
yang tidak setara dengan laki-laki akibat diberlakukannya Pasal 7
ayat 1 sepanjang frase “16 (enam belas) tahun” dalam UU Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata kunci: perkawinan, putusan, maslazah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi

huruf Arab-Latin yang dipakai dalam

penyusunan skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:
158/1987 dan Nomor: 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

HurufArab | Nama | Huruf Latin | Keterangan
| Alif Tidak
dilambangkan

< Ba’ B Be
o Ta’ T Te
& sa’ S s (dengan titik di atas)
z Jim J Je
c Ha&’ h Ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha’ Kh K-dan-h
5 Dal D De
5 Zal Z Z (dengan titik di atas)
) Ra’ R Er

Za’ Z Zet




o Sin S Es
& Syin Sy Es dan ye
o Séad S Es (dengan titik di bawah)
o Dad d De (dengan titik di bawah)
b T& t Te (dengan titik di bawah)
b & z Zet (dengan titik di
bawah)
¢ ‘Aln [ Koma terbalik ke atas
¢ Gain G Ge
& Fa’ F Ef
3 Qaf Q Qi
l Kaf K Ka
J Lam L ‘el
. Mim M ‘em
8 Niun N ‘ef
P Wawu W w
» Ha’ H Ha
: Hamzah | Apostrof
Ya’ Y Ye




B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

3adada

Ditulis

Muta’addidah

Ditulis

‘iddah

C. Ta’ Marbiitah di Akhir Kata

1.

Bila ta’ Marbiitah di baca mati ditulis dengan h, kecuali

kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa

Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

Ditulis

hikmah

&3

Ditulis

Jizyah

Bila ta’ Marbutah diikuti dengan kata sandang ““al’ serta

bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

5% FBYE

Ditulis

Karamah al-auliya’

Bila ta’ Marbitah hidup/dengan hdrakat fathdh, kasrah

dan dammah ditulis t

il 5183 Ditulis Zakat al-fitr
D. Vokal Pendek
- fathah Ditulis A

Xi




— Kasrah Ditulis I

~ dammah Ditulis U

E. Vokal Panjang

1 | fathah~+alif Ditulis a
PIATYES Ditulis Jahiliyyah
2 | fathah+ya’ mati Ditulis A
(s Ditulis Tansa
3 | Kasrah+ya’ Mati Ditulis I
AR Ditulis Karim
4 | dammah+wawu mati Ditulis U
s Ditulis furid

F. Vokal Rangkap

1 | fathah+ya’ mati Ditulis Ai

Ay Ditulis bainakum
2 | fathali+wawu mati Ditulis AU

J Ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

dipisahkan dengan tanda apostrof (*)

1| Al Ditulis a’antum
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dengan  menggunakan

huruf

2 | AKE i Ditulis La’in syakartum
H. Kata Sandang Alif+Lam
1. Bila kata sandangA/if+Lam diikuti huruf gamariyyah
ditulis dengan al.
ol all Ditulis Al-Qur’an
ol Ditulis Al-Qiyas
2. Bila kata sandang Alif+Lam diikuti Syamsiyyah ditulis

Syamsiyyah  yang

mengikutinya, serta dihilangkan huruf | (el)-nya.

sl

Ditulis

as-Sama

° ‘:.“

Ditulis

as-Syams

Huruf Besar

Penulisan - huruf | besar , disesuaikan - dengan Ejaan Yang

Disempurnkan (EYD).

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya.
w2 Al (593 Ditulis Zawi al-Furiid
A1 Jal Ditulis Ahl as-Sunnah
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K. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan
terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya:
al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah
dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi
berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya
Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab,

misalnya Toko Hidayah, Mizan.
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c.;g-jn g;..;jh & (....g

O dgily ,d W1 A Y OF wgdt Lty Ll ygal S i g, cpmedlall oy A el

Wi dgmri 4oy i 9 s Ubew e BN P'L'j g;“’ P'G'U‘ M gwyg 0hs Ndoses
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kami sendiri, melainkan juga terdapat andil dari berbagai pihak
berupa bantuan dan dukungan. Maka izinkan kami menyampaikan

ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi A., M:A., Ph.D. selaku
Rektor = Universitas Islam  Negeri ‘Sunan Kalijaga
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Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; Dr. H. Oman
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Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
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Yogyakarta; Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen
Pembimbing Skripsi; Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku
Dosen Pembimbing Akademik; dan Bapak Ibu Dosen
beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta. Atas ilmu, pengalaman, keikhlasan,
kesabaran dan bantuan kalian semua baik di dalam
maupun diluar proses belajar mengajar kepada kami
selama menuntut ilmu, kami sampaikan terima kasih.
Semoga Allah swt. membalas kalian dengan yang
terbaik. Amin.

. Ayahanda H. Abdul Aziz dan Ibunda Hj. Faizah tercinta
yang senantiasa mendoakan dan menyangi kami, tiada
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Hj. Imelda Fajriati selaku pengasuh Pondok Pesantren
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pada Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah
Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi (judicial
review) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan,® terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).3
Putusan yang dibacakan pada 13 Desember 2018, dalam sidang
pleno terbuka untuk umum tersebut, memutuskan bahwa Pasal 7
ayat (1) Undang-Undang a quo sepanjang frasa “ usia 16 (enam

belas) tahun”, bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional).

Norma a quo adalah norma yang tergolong sebagai kebijakan
hukum terbuka (open legal policy). Meskipun demikian, suatu
kebijakan hukum (legal policy) tetap harus dalam kerangka tidak
melampaui ~kewenangan, ' tidak = 'melanggar ‘moralitas dan

rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, dan

! Putusan  Nomor  22/PUU-XV/2017  Perihal  Pengujian

Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2 pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, berbunyi: ‘“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai
umur 16 (enam belas) tahun.”

% Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, berbunyi: “Segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

1



tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.* Oleh karena
itu, Pasal a quo tersebut, menurut MK, telah menimbulkan
diskrimasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak
terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian
dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945.° Itulah
pertimbangan yang mendasari pembatalan Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Perkawinan tersebut.

Tetapi, jika yang mendasari putusan tersebut adalah
dikarenakan norma open legal policy yang bersangkutan telah
bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana di
atas. Maka bagaimana dengan Putusan MK Nomor 30-74/PUU-
XI11/2014, yang juga menguji konstitusionalitas norma hukum yang
sama, yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam
putusan tersebut, MK menolak permohonan a quo. Salah satu
pertimbangan hukum mendasar dari pengambilan putusan tersebut
adalah terkait norma yang mengatur batasan usia (minimum) dinilai
sebagai open legal policy yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh
pembentuk = UU. 'sesuai ' dengan ' tuntutan, -~ kebutuhan, dan
perkembangan yang ada®, didasarkan pada beberapa putusan

sebelumnya.’

* Putusan  Nomor  22/PUU-XV/2017  Perihal  Pengujian
Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
him. 46.

% Ibid., him. 59.

® Putusan Nomor 30-74/PUU-XI11/2014 Perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, him. 230.



Kebiajakan yang bersifat open legal policy merupakan
sepenuhnya kewenangan pembentuk UU, yang apapun pilihannya,
tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.2
Sehingga, frasa “umur 16 (enam belas) tahun” adalah termasuk
open legal policy, karena memuat norma mengatur batasan usia
(minimum), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk UU
sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan yang ada
sebagaimana di atas. Juga UUD 1945 tidak mengatur secara jelas
perihal batasan usia seseorang disebut sebagai anak, yang dilarang
melakukan perkawinan. Atas pertimbangan tersebut, Pasal 7 ayat
(1) sepanjang frasa ““ usia 16 (enam belas) tahun”, UU Perkawinan

tidak bertentangan dengan UUD 1945 (konstitusional).’

Dalam hal ini, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang
menyatakan penentuan batas usia minimal perkawinan bagi
perempuan  merupakan kebijakan hukum vyang terbukti
diskriminatif atas dasar perbedaan gender dikarenakan
terhalangnya pemenuhan hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak

ekonomi, sosial dan 'kebudayaan jadalah rargumentasi yang tidak

” putusan Nomor 49/PUU-1X/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Putusan Nomor 37-39/PUU-VII1/2010
Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Putusan Nomor 15/PUU-V/2007
Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.

® Putusan Nomor 30-74/PUU-XI11/2014 Perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ibid.,

® Ibid., him 231.



beralasan.'® Tidak hanya itu, ketika suatu norma masuk ke dalam
kategori open legal policy, maka menurut MK norma tersebut
berada di wilayah yang bernilai konstitusional atau bersesuaian
dengan UUD 1945.*

Juga dalam beberapa putusan MK terkait open legal policy,
ditemukan dua ketentuan dimana MK akan menyatakan hal itu
merupakan pilihan kebijakan yang diambil oleh pembentuk
undang-undang (UU). Yaitu terkait dengan penentuan umur (usia)
dan pembentukan lembaga oleh UU.* Dalam kedua jenis norma
tersebut, MK dalam putusannya menyatakan dengan jelas dan
terang bahwa hal itu merupakan pilihan kebijakan pembentuk UU
(open legal policy).** Kecuali dalam Putusan Nomor 1/PUU-

V111/2010", MK membatalkan ketentuan terkait umur (usia).*

1% Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dalam artikel “Pergeseran Paradigma
Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Perkawinan Perempuan”,
dikutip dari https://thisisgender.com/pergeseran-paradigma-putusan-mahkamah-
konstitusi-tentang-batas-usia-perkawinan-perempuan/;, Diakses pada pukul 20:35
WIB, tanggal 12 Maret 2019.

1"Mardian Wibowo, “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan
Hukum Terbuka © dalam_ Pengujian - Undang-Undang' (Appraising the
Constitutionality of Open Legal Policy in Judicial Review Activity)”, Jurnal
Konstitusi, No. 2, Vol. 12, (Juni 2015), him. 204.

12 Radita Ajie, “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang
(Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (Limit To Open Legal Palicy
In Legislation Making Based On Constitutional Court Decision)”, Jurnal
Legislasi Indonesia, No. 02, Vol. 13, (Juni 2016), him. 117.

" Ibid., him. 117-118.
¥ putusan Nomor 1/PUU-VI111/2010 Perihal pengujian UU Nomor 3

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. MK membatalkan 8 (delapan) tahun
menjadi 12 (dua belas) tahun batas usia minimum anak.


https://thisisgender.com/pergeseran-paradigma-putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-batas-usia-perkawinan-perempuan/
https://thisisgender.com/pergeseran-paradigma-putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-batas-usia-perkawinan-perempuan/

Artinya telah terjadi perbedaan interpretasi oleh MK dalam
memahami norma hukum yang bersifat open legal policy dalam
menentukan status konstitusional dan inkonstitusionalnya norma
tersebut terhadap konstitusi. Apalagi terhadap norma yang sama
yang pernah diuji sebelumnya. Dalam hal ini, nampak terjadi
perubahan terhadap putusan MK, yakni dari  putusan yang
menyatakan open legal policy-konstitusional dalam Putusan MK
Nomor 30-74/PUU-XI11/2014, ke putusan yang bersifat open legal
policy-inkonstitusional dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-
XV/2017, terkait pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas,
penyusun menemukan beberapa permasalahan untuk dikaji lebih
rinci dan lebih lanjut. Adapun beberapa permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian ini, adalah:

1. Apa faktor penyebab perbedaan putusan MK terkait usia
perkawinan ‘dalam pengujian; Pasal -7 ayat (1) UU
Perkawinan dari Putusan MK Nomor 30-74/PUU-
X11/2014" ke Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017

ditinjau dari teori interpretasi hukum?

2. Bagaimanakah perubahan putusan MK tersebut dalam

perspektif maslahah?

1> Radita Ajie, “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang
(Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi”, Ibid.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, selain untuk
menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penyusun, tujuan dari

penelitian ini juga antara lain sebagai berikut:

1. Menjelaskan pola penafsiran yang dibangun oleh MK
dalam memutus perkara pengujian Pasal 7 ayat (1) UU

Perkawinan sehingga memunculkan putusan berbeda.

2. Menjelaskan perubahan putusan MK terhadap pengujian
Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dari Putusan MK
Nomor 30-74/PUU-XI1/2014 ke Putusan MK Nomor
22/PUU-XV/2017 dari perspektif maslahah.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
masyarakat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan,

khususnya dalam bidang ilmu hukum (Islam).

1. Berguna serta membantu dalam memahami persoalan
putusan judicial riview: pasal-pasal -atau ‘norma-norma

open legal policy oleh MK.

2. Berguna dan menambah bahan referensi perihal MK
dan berbagai macam bentuk putusannya, serta ketentuan

norma open legal policy.

3. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang

hukum, khsusunya dalam dinamika MK.



4. Membangun sikap dan pola pikir kritis, dinamis dan
sistematis terhadap persoalan hukum yang ada, serta
mengembangkan nalar ilmiah yang berlandaskan pada

sebuah analisis dan teori-teori akademik.
D. Telaah Pustaka

Penyusun menyadari bahwa tema dalam penelitian ini bukan
lah yang pertama atau satu-satunya yang diangkat dalam sebuah
penelitian. Mengantisipasi adanya kesamaan dan plagiasi, serta
menjamin  keabsahan dan keaslian penelitian, penyusun
mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji
dan membahas terkait dengan tema dalam penelitian ini. Namun
pada fokus permasalahan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk
melihat sejauh mana perbedaan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya dan bukan merupakan suatu pengulangan. Sepanjang
penelusuran penyusun, ditemukan beberapa penelitian yang

berkaitan dengan tema penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, 'artikel Mardian ‘Wibowo, © berjudul “Menakar
Konstitusionalitas  sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam
Pengujian Undang-Undang (Appraising the Constitutionality of
Open Legal Policy in Judicial Review Activity), dalam Jurnal
Konstitusi (Vol. 12, No. 2, Juni 2015). Penelitian ini berusaha
menguraikan makna konsep “kebijakan hukum terbuka” yang oleh
MK dinyatakan sebagai hak pembentuk UU ketika UUD 1945
tidak mengatur materi dari UU yang akan dibentuk. Agar

kebebasan demikian tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan



pembentuk UU, maka dalam pengujian UU harus dirumuskan

model penilaian terhadap “kebijakan hukum terbuka”."®

Pada kesimpulannya, penelitian ini menyatakan sebagai
berikut: “Konsep “kebijakan hukum terbuka” yang ditafsirkan MK
sebagai kebebasan bagi pembentuk UU untuk sebebas-bebasnya
menyusun kebijakan hukum, ternyata kemudian dibatasi sendiri
olen MK (sendiri) dengan merujuk pada Pasal 28J ayat (2) UUD
1945."" Dan suatu “kebijakan hukum terbuka” akan konstitusional
jika telah menerapkan metode yang menjamin keadilan, salah

satunya melalui penerapan “strategi maximin".”*®

Kedua, artikel Radita Ajie, berjudul “Batasan Pilihan
Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir
Putusan Mahkamah Konstitusi (Limit To Open Legal Policy In
Legislation Making Based On Constitutional Court Decision)”,
dalam Jurnal Legislasi Indonesia, (Vol. 13, No. 02, Juni 2016).
Penelitian ini-membahas beberapa putusan MK, 'yang memberikan
beberapa. penafsiran terkait batasan-batasan open fegal policy™

bagi pembentuk UU dalam membuat suatu kebijakan.

'® Mardian Wibowo, “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan
Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang (Appraising the
Constitutionality of Open Legal Policy in Judicial Review Activity)”, Jurnal
Konstitusi, No. 2, Vol. 12, (Juni 2015). him. 196.

7 bid., him. 215.

18 1bid.



Pada kesimpulannya, Radita Ajie menyatakan sebagai berikut:
“Sesungguhnya pembentuk undang-undang diberikan keleluasaan
dalam membentuk undang-undang yang merupakan pilihan
kebijakan pembuat undang-undang sepanjang norma tersebut tidak
bertentangan secara nyata (jelas) dengan UUD 1945, tidak
melampaui kewenangan pembentuk undang-undang (detournement
de pouvoir) dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan

(willekeur).”?

Ketiga, artikel Faiq Tobroni, yang berjudul ““Putusan Nomor
74/PUU-XI1/2014 dan Standar Konstitusional — Dispensasi
Perkawinan  (Decision ~ Number  74/PUU-XI1/2014  and
Constitutional Standard for Marital Exemption)”, dalam Jurnal
Konstitusi, (Vol. 14, No. 3, September 2017). Artikel ini bertujuan
untuk menawarkan formulasi pertimbangan yang konstitutif dalam
pemberian dispensasi perkawinan melalui harmonisasi konstitusi
dan agama®’, yang MK menolak untuk memberikan standar
dispensasi perkawinan = dan _standar _Kkonstitusionalnya dalam

putusan MK di atas. Dengan menggunakan pendekatan hukum non

19 Radita Ajie, “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang
(Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (Limit To Open Legal Policy
In Legislation Making Based On Constitutional Court Decision)”, Jurnal
Legislasi Indonesia, No. 02, VVol. 13, (Juni 2016). him. 112

2% |bid., him. 119.

I Faiq Tobroni, “Putusan Nomor 74/PUU-XI1/2014 dan Standar
Konstitusional Dispensasi Perkawinan (Decision Number 74/PUU-X11/2014 and
Constitutional Standard for Marital Exemption)”, Jurnal Konstitusi, No. 3, Vol.
14, (September 2017), him. 575.
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sistematik dan pembacaan maqgashid syari’ah sebagai pisau

analisisnya.?

Pada kesimpulannya menyatakan: “bahwa konstitusionalisasi
pertimbangan dispensasi perkawinan bisa berangkat dari semangat
perlindungan beberapa kepentingan, di antaranya adalah
perlindungan kepentingan agama (Pasal 28E ayat 1 UUD 1945),
perlindungan kepentingan kepastian hukum bagi pelaku (Pasal 28D
ayat 1 UUD 1945), kebebasan kehendak dan keyakinan (Pasal 28E
ayat 2 UUD 1945), kepentingan kesejahteraan hidup (Pasal 28H
ayat (1) UUD 1945), dan perlindungan bagi keturunan (Pasal 28B
ayat 1 UUD 1945).7%

Keempat, artikel Hasanain Haikal, yang berjudul “Analisis
Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XI11/2014 Tentang Batas Usia
Perkawinan Anak (Perempuan)”, dalam Jurnal Pembaharuan
Hukum, (Vol. 1I, No. 1, Januari-April 2015). Penelitian Hasanain
Haikal ini bermaksud untuk menganalisa aspek-aspek legal formal
yuridis .normatif. pengambilan keputusan " oleh . Mahkamah
Konstitusi dan ‘ pandangan dari ‘Hukum. Islam" mengenai usia

perkawinan.?*

22 |pid., hlm. 577.
% |bid., him. 598.

% Hasanain Haikal, “Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam
Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XI11/2014 Tentang
Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)”, Jurnal Pembaharuan Hukum, No.
1, Vol. Il, (Januari-April 2015), him. 112.
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Dalam kesimpulannya, untuk uji materi Pasal 7 ayat (1) UU

3

Perkawinan, ia menyatakan: “.. Tidak tertutup kemungkinan
bahwa pada saatnya nanti, dengan mendasarkan pada
perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi,
serta aspek lainnya, usia 18 (delapan belas) tahun bukan lagi
sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah,
namun bisa saja dianggap yang lebih rendah atau lebih tinggi dari
18 (delapan belas) tahun tersebut sebagai usia yang ideal;
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pasal 7 ayat (1)
sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan tidak
bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, dalil para

Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.”?

Sedangkan. kesimpulan untuk pandangan hukum Islam
mengenai usia perkawinan, ia menyatakan: “...bahwa dalam kitab
suci Al Quran, demikian juga Sunnah Nabi, tidak menetapkan usia
tertentu. Hal ini disebebakan karena tidak adanya ketetapan yang
pasti dari kitab suci dan juga hadist, maka ulamaulama Islam, para
fugoha berbeda pendapat tentang usia perkawinan tersebut, dan
justru hukum Islam memberi ruang adanya perubahan jika ternyata
hukum Islam dalam masalah tertentu sudah tidak sesuai

perkembangan zaman (hukum Islam bersifat kontekstual).”?®

Kelima, makalah yang ditulis oleh Armaya Azmi, yang

berjudul “Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Analisis terhadap

2 1bid., him. 117.

2 1bid., him. 118.
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Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XI11/2014”, yang disampaikan
pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam, Program Studi Hukum
Islam, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara Medan, tahun 2016. Armaya Azmi menggunakan teori
maslahah sebagai pisau analisisnya dalam mengakaji permasalahan
yang dibahas dalam tulisannya ini.

Pada kesimpulannya, ia menyatakan bahwa: “Tidak ada
batasan tegas tentang batas usia minimal perkawinan dalam
perspektif hukum Islam, Al-Quran dan hadits tidak merinci secara
jelas tentang hal tersebut, hanya mensyaratkan baligh sebagai
kesiapan secara fisik, dan berakal sebagai kesiapan secara mental,
dan ini sangat tergantung kepada individual personalnya, orangtua
dan sosial 14 masyarakatnya dan para ulama juga berbeda pendapat

dalam memberikan batas usia ideal dalam pernikahan.

Menaikkan batas usia menjadi 18 tahun bagi wanita, tidak
menjamin akan menyelesaikan masalah, kalau tidak menimbulkan
masalah yang baru.- Usia 16 tahun sebagai' batas minimal bukan
berarti serta_merta mendorong /pernikahan  anak; sebagaimana
poligami dibolehkan bukan' berarti’ dianjurkan, tapi berlaku
kasuistik, dibolehkan bagi yang dalam keadaannya memang
memaksa harus menikah, untuk menghindarkan bahaya yang lebih
besar, namun, idealnya pernikahan adalah pada usia 21 tahun ke

atas sebagaimana tersirat dalam pasal 6 UU Perkawinan, karena
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dibawah 21 tahun masih sangat diperlukan izin dari orang tua untuk

mengambil pertimbangan yang lebih bijaksana.”*’

Keenam, Skripsi Wilda Nur Rahmah, yang berjudul “Analisis
Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-
XI1/2014 Mengenai Batas Usia Perkawinan Tinjauan Undang-
Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”,
pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun
2016. Penelitian Wilda ini bertujuan untuk memahami tinjauan UU
No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak terhadap Putusan judicial review
Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XI11/2014 mengenai batas
usia perkawinan, dan mengetahui upaya pencegahan conflict of
norm antara UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Putusan judicial
review Mahkamah Konstitusi No. 30- 74/PUU-XI1/2014 mengenai

batas usia perkawinan.”®

¥ Armaya Azmi, “Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Analisis
terhadap Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XI11/2014,” Makalah, disampaikan
pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam, Program Studi Hukum Islam, Program
Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Tahun 2016,
him. 13-14.

% Wilda Nur Rahmah, “Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah
Konstitusi No. 30-74/PUU-X11/2014 Mengenai Batas Usia Perkawinan Tinjauan
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Skripsi, pada Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, Tahun 2016, him. 10.
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Kesimpulan dari penelitian Wilda tersebut adalah sebagai
berikut: “Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang
menolak menaikkan batas usia perkawinan dari 16 menjadi 18 bagi
pihak wanita maka Mahkamah Konstitusi sama dengan melegalkan
perkawinan  anak, karena  berdasarkan  Undang-Undang
Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai
usia 18 tahun dan dalam undang-undang tersebut diwajibkan
kepada orang tua untuk mencegah adanya perkawinan di usia anak.
Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai tidak
melindungi hak asasi manusia Kkhususnya hak asasi anak
perempuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun
1999..., Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-
74/PUU-XI1/2014 maka terlihat adanya conflict of norm atau
pertentangan antar undang-undang yang satu dengan yang lainnya.
Sehingga dibutuhkannya suatu upaya untuk mencegah timbulnya

ketidak pastian hukum terus menerus.”’

Ketujuh, Skripsi Fitriani Dwi Marlina, yang berjudul “Analisis
Terhadap Putusan: Mahkamah~ Konstitusi - Nemor: 30-74/PUU-
XI11/2014 Tentang Uji Materi Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, pada Jurusan Al-
Akhwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam
Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2016. Penelitian Fitriani ini
mengkaji dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan dalam

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

2 1bid., him. 105-106.
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Fitriani pada kesimpulannya menyatakan: “Pertimbangan
hakim Mahkamah Konstitusi dalam uji materil pasal 7 ayat 1 dan 2
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor.30-74/PUU-XI11/2014 sangat jelas bahwa dalam
keterangan tertulisnya mengatakan bahwa, ketentuan pasal 7 ayat 1
UU Perkawinan adalah salah satu bentuk kodifikasi yang disepakati
mengenai batasan persyaratan batasan perkawinan. Apabaila batas
usia minimum perkawinan di naikan, hal itu tidak menjadi suatu
jaminan untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah-masalah
yang timbul akibat pernikahan anak, dan menurut pandangan Islam
tentang pernikahan tidak ada batasan untuk melakukan

pernikahan.”30

Kedelapan, Skripsi Anik Lailatul Yusro, yang berjudul
“Analisis Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-
X11/2014 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Perspektif
Psikologis”, pada Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah Fakultas
Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
tahun 2017. Penelitian Anik ini-menganalisis Putusan MK No.30-
74/PUU-XI11/2014 dari tinjauan psikologis.

Dan pada kesimpulannya menyatakan sebagai berikut:
“Berdasarkan pada hal-hal di atas, nampaknya batas minimal usia

kawin yang ada pada Undang-Undang Perkawinan perlu direvisi.

** Fitriani Dwi Marlina, “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 30-74/PUU-X11/2014 Tentang Uji Materi Pasal 7 ayat 1 dan 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Skripsi, pada
Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam
Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2016, him. 69.
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Sebagai acuan standar kedewasaan untuk melakukan perkawinan,
21 tahun bagi lelaki dan 18 tahun bagi perempuan dirasa patut
menjadi revisi dari angka sebelumnya, yaitu 19 tahun bagi laki-laki
dan 16 tahun bagi perempuan. Dengan asumsi bahwa di usia 18
tahun seorang wanita telah melewati jenjang pendidikan SMAnya,
dalam kondisi ini seorang wanita telah patut untuk melangsungkan
pernikahan. Pendidikan SMA dirasa cukup sebagai bekal seorang
wanita untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Berbeda dengan
wanita, kesiapan seorang lelaki untuk melakukan pernikahan tidak
hanya masalah pendidikan (tamat SMA), seorang lelaki juga harus
memiliki kematangan ekonomi yang dapat diindikasikan dari
pekerjaan yang ia miliki (pekerjaan apapun). Pada usia 21 tahun ini
seorang laki-lakiberusaha memantapkan tujuan vokasional dan

mengembangkan sense of personal identy.”*

Kesembilan, Tesis yang ditulis oleh Tofiin, yang berjudul
“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XI1/2014
Dalam Perspektif Maqasid Syariah”, pada Program Magister
Hukum Islam Fakultas Syariah-dan Hukum UIN" Sunan Kalijaga
Yogyakarta, tahun 2018. Penelitian Tofiin ini mengkaji Putusan
MK tersebut dari perspektif magasid as-syariah. Khususnya

magasid as-syariah Jaser ‘Audah.

*! Anik Lailatul Yusro, “Analisis Judicial Review Mahkamah Konstitusi
No0.30-74/PUU-X11/2014 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Perspektif
Psikologis”, Skripsi, pada Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas
Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2017,
him. 97-98.
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Dan pada kesimpulannya menyetakan sebagai berikut:
“Putusan tersebut, tidak sejalan dengan magasid sSyariah Jaser
‘Auda. Usia Nikah merupakan maqasid juz’i yang menjadi pondasi
bagi terwujudnya magasid ammah perkawinan, yaitu terciptanya

keluarga sakinah mawaddah warahmah.”*

Kesepuluh, artikel yang ditulis oleh Warsito, yang berjudul
“Putusan MK dan Dilema Batasan Usia Dewasa”.®* Dalam
tulisannya tersebut, Warsito menganggap Putusan Mahkamah
Konstitusi (Putusan MK No. 30/PUU-X11/2014) yang menolak uji
materi untuk merevisi batasan usia minimal 16 tahun
perempuan  menikah sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah hal
yang biasa-biasa saja. Karena menurutnya, putusan tersebut
dibangun tidak dilandasi dengan argumentasi yang kuat. Hanya
didasarkan pada ketentuan ajaran agama yang tidak memberikan
batasan tertentu mengenai usia perkawinan. Tidak hanya itu, yang
juga menjadi sorotan Warsito adalah batasan usia dewasa yang
beragam « “dalam. 'perundang-undangan, = hingga ‘menimbulkan
ketidakpastian hukum. Maka menurutnya:“DPR dan Presiden
sudah saatnya membuat undang-undang untuk menetapkan batasan

usia dewasa yang berlaku satu kesatuan (unifikasi) untuk

*2 Tofiin, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XI1/2014
Dalam Perspektif Magasid Syariah”, Tesis pada Program Magister Hukum Islam
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2018, him.
146.

8 Dikutip dari situs https://warsito-
bicara.blogspot.com/2016/02/putusan-mk-dan-dilema-batasan-usia.html. Diakses
pada pukul 21:25 WIB, tanggal 6 Maret 2019.



https://warsito-bicara.blogspot.com/2016/02/putusan-mk-dan-dilema-batasan-usia.html
https://warsito-bicara.blogspot.com/2016/02/putusan-mk-dan-dilema-batasan-usia.html
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mengakhiri pluralisme batasan usia dewasa yang selama ini
membingungkan masyarakat. Dengan dibuat undang-undang
tentang batasan usia dewasa diharapkan tidak ada lagi batasan usia
dewasa 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 21 tahun,
bahkan 35 tahun ketika ingin menjadi calon Presiden dan Wakil

Presiden.”®*

Kesebelas, artikel Meyrinda Rahmawaty Hilipito, yang
berjudul “Pergeseran Paradigma Putusan Mahkamah Konstitusi
Tentang Batas Usia Perkawinan Perempuan”.35 Dalam tulisan ini,
Meyrinda menyoroti putusan MK terhadap frasa “umur 16 tahun”
dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
yang semula dinyatakan konstitusional dalam Putusan Nomor 30-
74/PUU-XI1/2014, menjadi inkonstitusional pada Putusan Nomor
22/PUU-XV/2017. la mengkritik beberapa hal dalam Putusan MK
Nomor 22/PUU-XV/2017. Pertama, mengenai proses persidangan
yang hanya digelar tiga kali sidang, yang menurutnya berbeda jauh
dari sidang sebelumnya yang sampai sepuluh kali sidang. Kedua,
menurutnya; pandangan. ‘hakim © yang = menekankan perlunya
sinkronisasi _batas usia minimal perkawinan dengan usia anak
dalam UU Perlindungan Anak dan UU Ratifikasi CEDAW adalah
hal yang absurd. Dan ketiga, yang paling menarik dari Kkritiknya
terhadap Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 adalah

pernyataannya terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh

** Ibid., Diakses pada pukul 21:50 WIB, tanggal 6 Maret 2019.

% Dikutip dari situs https://thisisgender.com/pergeseran-paradigma-
putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-batas-usia-perkawinan-perempuan/.
Diakses pada pukul 21:55, tanggal 6 Maret 2019.



https://thisisgender.com/pergeseran-paradigma-putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-batas-usia-perkawinan-perempuan/
https://thisisgender.com/pergeseran-paradigma-putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-batas-usia-perkawinan-perempuan/
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hakim dalam putusan tersebut. la menyatakan: “Argumentasi
hakim yang menyatakan penentuan batas usia minimal perkawinan
bagi perempuan merupakan kebijakan hukum vyang terbukti
diskriminatif atas dasar perbedaan gender dikarenakan
terhalangnya pemenuhan hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak
ekonomi, sosial dan kebudayaan — adalah argumentasi yang tidak
beralasan. Sebab jika ditelusuri, persoalan sesungguhnya bukan
terletak pada normanya, akan tetapi lebih pada konteks penerapan
atau implementasi norma yang dalam praktik ternyata tidak sesuai
dengan asas dan tujuan perkawinan. Hakim tampaknya tidak
menyadari bahwa perkawinan yang dilakukan para pemohon pada
perkara tersebut justru tidak sesuai dengan batas umur minimal

yang ditentukan UU Perkawinan yaitu 16 tahun.”*

Dari telaah tersebut di atas, penyusun tidak menemukan
sebuah penelitian atau karya yang secara khsusus mengkaji tentang
perubahan putusan MK perihal perkara open legal policy dari
Putusan Nomor 30-74/PUU-X11/2014 ke Putusan Nomor 22/PUU-
XV/2017; dengan menggunakan ' teori interpretasi. hukum dan
maslahah sebagai alat analisisnya. Apa yang melatarbelakangi
perbedaan penafsiran dalam putusan MK tersebut, sehingga
menyebabkan perubahan putusan atau pergeseran paradigma.
Kemudian penerapan dan indikatornya dalam menentukan apakah
norma itu open legal policy konstitusional atau inkonstitusional,
serta relasi perubahan dua putusan MK tersebut dengan hukum

Islam; menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Hal-hal ini lah

*® |bid., Diakses pada pukul 22:50, tanggal 6 Maret 2019.



20

yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang

pernah dilakukan di atas sebelumnya.
E. Kerangka Teoritik

Pentingnya penggunaan teori dalam sebuah penelitian ilmiah
yang berfungsi sebagai landasan teoritis dalam melakukan
penelitian dan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan
bukan sekedar coba-coba (trial and error),*” sebelum menyebutkan
dan menjelaskan apa teori yang akan digunakan dalam penelitian
ini, terlebih dahulu penyusun akan menguraikan secara singkat

mengenai definisi dan fungsi dari teori itu sendiri.

Teori adalah seperangkat gagasan/konsepsi dan proposisi-
proposisi yang sistematis dan saling terkait yang dimaksudkan
untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena atau
perilaku-perilaku yang menarik, dalam batas kondisi dan anggapan-
anggapan tertentu. Pada dasarnya, teori adalah sekumpulan
proposisi-proposisi teoritis yang sistematis.*® Dengan kata lain,
menurut Sugiyono, teori. adalah alurrlogika atau penalaran, yang
merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang
disusun secara sistematis.*® Selain "berfungsi sebagai kerangka

untuk melakukan analisis, teori juga dapat menetapkan metode

%7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet.
ke-25, (Bandung: Alfabeta, 2017), him. 52.

% A’an Efendi, H. Freddy Poernomo, dan H. IG. NG Indra S. Ranuh,
Teori Hukum, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), him. 90

% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, him.
54,
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yang efisien untuk pengembangan bidang yang diteliti dan
menetapkan penjelasan yang jelas atau terang untuk alam

pragmatis.*°

Berdasarkan uraian singkat di atas tentang definisi dan fungsi
dari sebuah teori dalam suatu penelitian, maka teori yang
digunakan untuk menganalisis pokok-pokok masalah yang dibahas
dalam penelitian ini adalah teori penafsiran atau interpretasi hukum

dan teori maslahah.

1. Teori Interpretasi Hukum

Interpretasi atau penafsiran merupakan (salah satu) metode
(penemuan hukum/rechtsvinding) untuk memahami makna
yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam
menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-
hal yang dihadapi secara konkret.** Lebih khususnya lagi,
metode ‘interpretasi. /ini’ adalah ' sarana’ ‘atau alat untuk

mengetahui makna undang-undang.*>

0 A’an Efendi, H. Freddy Poernomo, dan H. IG. NG Indra S. Ranuh,
Teori Hukum, him. 92.

* Jimly Asshiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, ed. ke-1 cet.
ke-8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), him. 219.

*2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, ed. ke-5
cet. ke-4, (Yogyakarta: Libety, 2008), him. 169.
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Menurut Sudikno Mertokusumo,*”® ada enam teori atau
metode yang dapat digunakan dalam melakukan interpretasi

hukum, yaitu sebagai berikut:
i) interpretasi bahasa atau gramatikal

Interpretasi bahasa ini merupakan cara penafsiran
atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui
makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya

menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.*
i) interpretasi teleologis atau sosiologis

Metode ini  melihat makna undang-undang
berdasarkan pada tujuan kemasyarakatannya. Hal ini terjadi
ketika dihadapkan pada sebuah hukum (undang-undang)
yang masih berlaku, tetapi sebenarnya sudah usang dan
ketinggalan zaman, namun masih diterapkan pada peristiwa
masa kini. Sehingga menimbulkan persoalan. Melalui
model interpretasi ini, hakim dapat menyesuaikan hukum
(undang-undang) dengan hubungan dan situasi sosial yang
baru.*> Peraturan ‘hukum 'yang lama disesuaikan dengan

keadaan baru; peraturan yang lama dibuat aktual.“°

* Sudikno Mertokusumo dan Mr. A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan
Hukum, cet. ke-2, (PT Citra Aditya Bakti, 2013), him. 14.

“ bid.
* 1bid., him. 15.

 1bid., him. 16.
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i) interpretasi sistematis

Interpretasi ini menafsirkan undang-undang sebagai
bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan
dengan cara menghubungkannnya dengan undang-undang
lain yang terkait.*” Artinya makna dari undang-undang
tersebut tidak dapat dipahami dengan sendirinya, kecuali
mengaitkannya  dengan  peraturan  lainnya  yang

berhubungan.
Iv) interpretasi historis

Yaitu penafsiran melalui sejarah undang-undang dan
sejarah hukum. Karena makna undang-undang atau hukum
dapat ditemukan melalui sejarah terjadinya. Untuk
penafsiran melalui sejarah undang-undang, hendak dicari
maksud dari pembentuk undang-undang membuat sebuah
undang-undang pada waktu pembentukannya.“® Sedangkan
penafsiran melalui sejarah hukum, hendak memahami
undang=undang dalam rkonteks kesejarahan hukum secara

keseluruhan.*
V) interpretasi komparatif

Yaitu metode penafsiran dengan cara

membandingkan antara berbagai sistem hukum, guna

4" Ibid., him. 16-17.
* 1bid., him. 17-18

9 1bid., him. 18.
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mencari kejelasan mengenai ketentuan suatu hukum atau
undang-undang. Terutama bagi hukum yang ditimbulkan

dari sebuah perjanjian internasional.>®
vi) interpretasi futuristis

Yaitu metode penemuan hukum yang bersifat
antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang
dengan berpedoman pada undang-undang yang belum
mempunyai kekuatan hukum. Seperti hakim berpedoman
dalam putusannya pada sebuah rancangan undang-undang
yang sedang dibahas oleh pembentuk undang-undang,
dengan keyakinan bahwa rancangan undang-undang

tersebut kemudain akan diundangkan (dugaan politis).™

Selain yang sudah diuraikan di atas, dikenal juga metode
penafsiran konstitusi (constitutional interpretation method), yang
juga terdapat enam macam model penafsiran, adalah sebagai
berikut:

i) penafsiran tekstual
Penafsiran ini ‘menekankan pada pengertian atau

pemahaman terhadap kata-kata yang tertera dalam

%0 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, cet. ke-1, (Yogyakarta: Ul
Press, 2005), him. 55.

5 1bid., hlm 56.
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konstitusi atau undang-undang sebagaimana yang pada
umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang.>?

i) penafsiran historis (atau penafsiran originalism)

Yaitu berlandaskan  pada analisis  sejarah
penyusunan dan peratifikasian dari hukum atau
konstitusi agar maksud dan tujuannya dapat
dipahami.>

11)) penafsiran doktrinal
Penafsiran  doktrinal ~ merupakan
metode penafsiran yang dilakukan dengan cara
memahami aturan undang-undang melalui sistem

preseden atau melalui praktik peradilan.

iv) penafsiran prudensial
Penafsiran prudensial merupakan
metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari
keseimbangan’ * ‘antara- ' ‘biaya-biaya’ yang harus
dikeluarkan © dan  ‘Keuntungan-keuntungan  yang
diperoleh dari penerapan-suatu aturan atau undang-

undang tertentu.>

>2 Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, cet. ke-1,
(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), him. 74.

> Feri Amsari, Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara
Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, ed. revisi,
cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 115.

> Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi..., him. 75
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V) penafsiran struktural
Adalah sebuah penafsiran yang harus
didasari suatu analisis terhadap struktur hukum dan
kaitannya terhadap sejarah dari pembentukannya
hukum tersebut.>
vi) penafsiran etikal
Adalah metode yang mendasarkan
pada perasaan keadilan, keseimbangan dari berbagai
kepentingan, dan apa yang baik dan yang benar, tanpa

menghiraukan teks yang tertulis dalam aturan hukum.>®
2. Teori Maslahah

Bicara hukum khususnya tentang penegakan hukum dan
pelaksanaan  hukum, selain tujuannya didasarkan pada
kepastian hukum dan keadilan hukum, juga yang tidak kalah
pentingnya harus didasarkan pada kemanfaatan hukum itu
sendiri bagi masyarakat, atau kemaslahatan manusia (maslahah
ammah) -dalam" hukum'“Islam. Kemaslahatan dalam bahasa
Indonesia itu - searti dengan  kebaikan, “kemanfaatan dan

kepentingan.®’

Kaitannya dengan pensyariatan hukum Islam, menggapai

kemaslahatan manusia (kepentingan umum) adalah tujuan

% Feri Amsari, Perubahan Uud 1945..., him. 117.
% Ibid., him. 123.

5" Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penulis, (Jakarta: Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, t.t.), him. 923.
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utama disyariatkannya hukum-hukum Islam.®® Hal ini
sebagaimana diungkapkan oleh Asy-Syatibi,>® dalam kitabnya
al-Muwafagat, mengatakan bahwa pada dasarnya hukum Islam
itu disyariatkan/diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan

makhluk secara mutlak.

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan hukum Islam itu
bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan
ukhrawi, lahir dan batin, material dan spiritual, maslahat
individu dan maslahat umum, maslahat hari ini dan hari esok.
Semua terlindungi dan terlayani dengan baik, tanpa
membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah asal dan
asal keturunan, orang lemah atau orang kuat, penguasa atau

rakyat jelata.’’

Penggunaan teori penemuan hukum dan maslahah dalam
penelitian ini, tujuannya adalah agar hasil yang hendak dicapai
semakin komprehensif. Dengan teori penemuan hukum, akan
dilihat sejauh mana interpretasi hakim terhadap ‘'norma yang sama
dalam Putusan MK Nomor 30-74/PUU-X11/2014 dan Putusan MK
Nomor 22/PUU-XV/2017, sehingga. menimbulkan perbedaan

>® Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan
Sosial, alih bahasa Yudian W. Asmin, cet. ke-1, (Surabaya: Al-lkhlas, 1995),
him. 229.

> Nur Kholis, “Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika
Kontemporer (Kajian terhadap Pemikiran Maslahah Mursalah Al-Ghazali)”,
Jurnal Al-Mawarid, Edisi X (Tahun 2003), him. 169.

% 1bid. him. 170.
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putusan dari open legal policy-konstitusional ke open legal policy-
inkonstitusional. Sedangkan teori maslahah melihat seberapa besar
manfaat yang ditimbulkan dari pergeseran putusan MK tersebut

bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu
kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistenatis dan memiliki
tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.®* Dengan kata lain,
adalah metodologi penelitian adalah suatu langkah dan prosedur
yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi
empiris guna memecahkan permasalahan dan atau menguji

hipotesis penelitian.®
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan library research, yaitu penelitian
yang dilakukan di perpustakaan dengan melakukan kajian
terhadap - (berbagai ' macam) literatur,  ‘dan ' sumber-sumber
lainnya.®® Dengan kata lain, penelitian ini- mengtmpulkan data
atau informasi dari hasil penelaahan yang ' didapatkan dari
bahan-bahan kepustakaan yang ada yang relevan dengan tema
penelitian ini. Yakni mengkaji Putusan MK Nomor 30-

1 J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan
Keunggulan, (Jakarta: Grasindo, 2010), him. 5.

%2 |shag, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta
Disertasi, cet. ke- 1, (Bandung: Alfabeta, 2017), him. 97.

8 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,
(Yogyakarta: Graha Iimu, 2006), him. 18.
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74/PUU-XI11/2014 dan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017,
serta buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang

terkait dan relevan.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Dalam hal ini,
penelitian  deskriptif berusaha mendeskripsikan  atau
menggambarkan objek apa adanya.®* Kemudian menganalisis
objek penelitian yang telah dideskripsikan tersebut, dalam hal
ini adalah Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XI1/2014 Putusan
dan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dengan menggunakan teori
yang telah ditentukan.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan = yuridis-normatif dan  pendekatan  analitik.
Pendekatan yuridis-normatif “dimaksudkan untuk mengkaji
ketentuan: hukum ‘pada objek penelitian: melalui dua variabel
yang . dikomparasikan, yaitu- berupa —open legal policy-
konstitusional dalam Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XI11/2014
dan open legal policy-inkonstitusional dalam Putusan MK
Nomor 22/PUU-XV/2017. Sedangkan pendekatan analitik
adalah menganalisis segi hukum dari objek kajian berlandaskan

pada teori-teori yang telah ditentutkan dalam penelitian ini.

* Etta Mamang Sangadji & Sopiah, Metode Penelitian: Pendekatan
Praktis dalam Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), him. 24.
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4. Sumber data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer
dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah
Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XI1/2014 dan Putusan MK
Nomor 22/PUU-XV/2017. Sedangkan data sekunder dalam
penelitian ini adalah berbagai macam literatur yang berkaitan
dengan objek penelitian. Baik berupa putusan MK, jurnal,

buku, perundang-undangan maupun karya ilmiah lainnya.
5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penyusun hanya menggunakan teknik
pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau literatur.
Yaitu, data diperoleh dengan cara membaca, mempelajari,
mengkaji dan menganalisis data baik dari data primer maupun
data sekunder. Yakni Putusan MK Nomor 30-74/PUU-
XI1/2014, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, buku yang

relevan, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
6. Analisis data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif dengan cara menguraikan data
yang telah dihimpun secara deskriptif dan sistematis, kemudian
diolah secara analitis dan mendalam. Dalam hal ini, data yang
telah dikumpulkan dari Putusan MK Nomor 30-74/PUU-
XI1/2014, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, buku yang

relevan, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait,
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dideskripsikan secara sistematis, kemudian dianalisis untuk
memecahkan permasalahan yang telah ditentukan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam
beberapa bab yang memiliki sub-sub bab tertentu. Masing-masing
bab itu saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga membentuk

rangkaian kesatuan pembahasan, sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memberikan gambaran
atau latar belakang tentang tema penelitian yang diangkat. Bagian
pendahuluan ini meliputi: a) latar belakang, b) rumusan masalah, c)
tujuan dan kegunaan penelitian, d) telaah pustaka, e) kerangka

teori, f) metode penelitian, dan g) sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi penjelasan atau tinjauan umum mengenai
konsep open legal policy, Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan
landasan yuridis, wewenang dan sejarahnya, serta putusan-
putusannya terkait dengan open legal policy. Juga membahas
mengenai teori yang-digunakan. dalam penelitian: ini, yakni teori

maslahah danteori penafsiran hukum.

Bab ketiga, berisi pembahasan mengenai objek penelitian yang
meliputi gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
30-74/PUU-X11/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
22/PUU-XV/2017.

Bab keempat, adalah analisis perubahan Putusan Mahkamah

Konstitusi dalam perkara open legal policy dari Putusan Mahkamah
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Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XI1/2014 ke Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan
saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang
diangkat dan poin-poin penting yang terdapat dalam penelitian.
Sedangkan saran merupakan rekomendasi, refleksi dan kritik dari

penulis terkait hasil penelitian.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-
bab sebelumnya dan setelah dilakukan analisis, maka jawaban
atas rumusan masalah dalam penelitian ini yang terdapat pada

bab awal terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama: perbedaan hasil putusan Mahkamah Konstitusi
dalam pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, dari yang
semula open legal policy-konstitusional dalam Perkara No. 30-
74/PUU-XI1/2014 berubah menjadi open legal policy-
inkonstitusional dalam Perkara No. 22/PUU-XV/2017, terjadi
disebabkan oleh perbedaan penggunaan pola penafsiran dalam
memustuskan. Dalam Perkara No. 30-74/PUU-XI11/2014, norma
yang diuji tersebut konstitusional karena mahkamah memakai
model ‘penafsiran ' ‘gramatikal-tekstualis ' 'dan  doktrinal.
Sedangkan dalam-Perkara No. 22/PUU-XV/2017, norma yang
sama inkonstitusional ‘karena ' mahkamah mengunakan
pendekatan jenis penafsiran etikal, sistematis dan teleologis.
Sama dengan pola penafsiran dissenting opinion Yyang
dilakukan oleh hakim Maria dalam Perkara No. 30-74/PUU-
X11/2014 tersebut.

Kedua, perubahan putusan mahkamah di atas, dari putusan

konstitusional berubah menjadi putusan inkonstitusional,
130
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sejalan dengan konsep maslakah dalam hukum Islam. Baik
menurut maslakah dalam pandangan klasik maupun menurut
maslakah kontemporer. Dalam maslakah klasik, perubahan
putusan tersebut dalam rangka terlindunginya maslakah
daruriyyah perempuan berupa hifz al-nafs dan hifz al-nasl, dari
terjadinya bahaya besar kematian perempuan yang hamil di
bawah umur 18 tahun dan potensi kecacatan terhadap bayi yang
dilahirkannya. Sedangkan dalam maslakah kontemporer,
perubahan putusan tersebut juga dalam rangka terlindunginya
maslazah daruriyyah perempuan berupa persamaan-kesetaraan,
kebebasan-kemerdekaan dan keadilan dari  perempuan
mendapatkan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum,
perlakuan diskriminatif, dan akses pendidikan yang tidak setara
dengan laki-laki akibat diberlakukannya Pasal 7 ayat 1
sepanjang frase “16 (enam belas) tahun” dalam UU Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan.
B. Saran

Pertama, dalam kapasitasnya = sebagai ' pelindung hak
konstitutional warga negara dan pelindung hak asasi, dan ketika
menguji undang-undang yang menyangkut hal tersebut, MK
tidak boleh hanya mendasarkan putusannya hanya pada bunyi
normatif teks undang-undang atau konstitusi saja. la juga harus
mempertimbangkan kemaslahatan dari implikasi putusan yang
akan diambilnya tersebut, mengingat putusan MK memiliki
dampak penting bagi kehidupan masyarakat dan negara. Kedua,

nilai-nilai universal: keadilan, kebebasan, dan kesetaraan, bisa
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dijadikan patokan oleh MK terhadap pengujian undang-undang
yang menyangkut hak konstitusional warga negara dan HAM.
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